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BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR  23  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 
NOMOR  20 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

Menimbang  : a.  bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi,efisiensi 

dan efektifitas dalam pelaksanaan penyampaian Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu 
dilakukan penyesuaian tentang kewajiban penyampaian 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan 
penerapan sanksi; 

 b. bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Kabupaten Tulang 

Bawang Barat perlu disempurnakan sesuai dengan 
perkembangan peraturan perundang-undangan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Kabupaten Tulang 
Bawang Barat; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi, Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pinda Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di 

Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4934); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4450); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6037); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 
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15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat 
Pengawas Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Penyelenggara 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayanai di lingkungan Kementrian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 919); 

19. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74); 

21. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kabupaten Tulang Bawang 
Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 20) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaiakn LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari: 
a. bupati; 

b. wakil bupati; 
c. pejabat struktural eselon II; 
d. pejabat struktural eselon III dilingkungan sekertariat daerah,Dinas 

Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang; 

e. pimpinan BUMD Kabupaten Tulang Bawang Barat; 
 

 
 



2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 7 

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila terlambat 
dan/atau tidak menyampaikan LHKPN sesuai batasan waktu yang 
sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan 

sanksi. 

(2)  Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu : 

a. pembebasan dari jabatan. 
b. sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 8 

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut: 

a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 

masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; 
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka 

kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7. 

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi 
ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan 
hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
 

Ditetapkan di Panaragan 
pada tanggal    11  Juni  2019 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,  

 
        dto. 

 
UMAR AHMAD 

 
 

Diundangkan di Panaragan  

pada tanggal    12    Juni  2019 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
 

 dto. 
 

HERWAN SAHRI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 

NOMOR 23 

 

 



Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 

 
 
Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 

Pembina 
NIP. 19770409 200212 1 008 
 

 

 


